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ABSTRAK 

 

Pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara  

dilatar belakangi oleh tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang 

lebih baik dan merata yang diberikan oleh Pemerintah Desa pada khususnya dan 

Pemerintah Daerah pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal 

kepada masyarakat. Sebelumnya, Desa Selelos tergabung dalam Desa Bentek 

yang memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup luas, sehingga menyebabkan 

pemberian pelayanan yang tidak merata oleh Pemerintah Desa Bentek. Hal 

tersebut menimbulkan kecemburuan di beberapa kalangan masyarakat, karena 

terlalu banyak dan panjangnya antrean masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

di Kantor Desa Bentek. Bukan itu saja, masyarakat Desa Selelos juga 

mengingingkan pelayanan yang mudah dengan jarak tempuh yang tidak terlalu 

jauh dari tempat tinggal mereka. Sehingga mereka sangat antusias dalam 

menyambut pemekaran desa tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di 

Kantor Desa Selelos Kecamatan Gangga. Penelitian ini memperoleh data primer 

dari proses wawancara dan data sekundernya diperoleh dari observasi dan 

dokumentasi.  

Pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran Desa Selelos terbilang 

berhasil karena pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Selelos berjalan maksimal jika dilihat dari 4 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, 

keadilan dan daya tanggap. Keempat indikator ini dapat dilihat dari tujuan 

pemekaran Desa Selelos yang berhasil membawa perubahan pada pelayanannya. 

Pelayanan yang diberikan pastinya lebih mudah dan berbeda dengan pelayanan 

yang masyarakat terima sebelumnya saat masih tergabung dalam Desa Bentek, 

pelayanan dengan jarak tempuh yang dekat dengan pemukiman warga, pelayanan 

yang merata ke setiap lapisan masyarakat, serta daya tanggap dari perangkat kerja 

Desa Selelos yang tinggi yang menjadikan pelayanan di Kantor Desa Selelos 

mendapatkan respon positif dari masyarakat. Namun, ada juga beberapa perangkat 

kerja Desa Selelos yang masih belum bisa mengoperasikan komputer. 

 

Kata kunci : pelaksanaan, pelayanan publik,  pemekaran desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam konteks sosial sering muncul paradigma baru dalam masyarakat 

mengenai organisasi pelayanan publik yang pada dasarnya berasal dari tuntutan 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Seiring dengan 

bertumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat bahwa setiap warga negara 

memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dimata hukum tanpa 

memandang status sosial mereka, dan pemerintah-lah yang berkewajiban untuk 

memberikan pelayanan tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 

1, pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara atas setiap barang dan jasa maupun 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Dalam hal tersebut diatas, pemerintah dituntut untuk memberikan 

pelayanan yang optimal kepada masyarakat karena baik buruknya pelayanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat akan menentukan 

keberhasilan suatu instansi pemerintah. Karena pada hakekatnya, pemerintah 

memang sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat semenjak diterbitkannya 

UU Tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dengan tujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik menurut khalayak untuk mendapatkan pelayanan 

yang berkualitas, efektif dan efisien. Karena pelayanan publik dikatakan efektif 

dan efisien apabila masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal pelayanan 
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yang diberikan oleh pemerintah dan sesungguhnya kepuasan masyarakat 

merupakan salah satu indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh sebuah 

instansi pemerintah. 

Disamping itu juga, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 

Utara Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi 

kewenangan bagi pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk memberikan 

pelayanan yang merata dan transparan bagi masyarakat Lombok Utara pada 

khususnya. Kemudian, hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan 

Bupati Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Desa Selelos 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, yang menuntut masyarakat untuk 

lebih antusias dalam berkreativitas dan berinovatif. 

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi salah satu faktor utama 

masyarakat Desa Selelos menginginkan terjadinya pemekaran desa, karena 

mereka sangat menginginkan pelayanan yang merata yang diberikan oleh 

Pemerintah Desa pada khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya. 

Keluhan dan tuntutan masyarakat mengenai pelayanan ini disampaikan kepada 

Kepala Desa melalui perwakilan dari masing-masing Dusun yang ada di Desa 

Selelos. 

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam segala bidang dan hal tersebut merupakan salah satu tugas dan fungsi 

administrasi publik (Sedarmayanti, 2010). Oleh karena itu, bagi masyarakat yang 

merasa cemburu akan adanya pelayanan yang tidak merata, maka mereka 

menginginkan pemerataan pelayanan tersebut melalui adanya pemekaran Desa 
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Selelos. Dalam hal pemberian pelayanan, tidak hanya sekedar memberikan 

pelayanan, namun juga harus memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan 

masyarakat dengan apa yang diberikan oleh pemberi pelayanan melalui beberapa 

indikator. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 33 ayat (1) 

huruf a, bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan provinsi atau daerah 

kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Oleh sebab itu, 

pemekaran merupakan pemecahan, pembagian, pemisahan suatu wilayah yang 

menjadi dua atau lebih bagian baru yang sebelumnya tergabung dalam satu 

kesatuan wilayah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sebelumnya, Desa Selelos tergabung dalam Desa Induk yaitu Desa Bentek 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yang memiliki cakupan wilayah 

kerja yang cukup luas, sehingga menyebabkan pemberian pelayanan yang tidak 

merata oleh Pemerintah Desa Bentek. Sehingga menimbulkan kecemburuan di 

beberapa kalangan masyarakat, karena terlalu banyak dan panjangnya antrean 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Desa Bentek. Misalnya, 

masyarakat Desa Selelos yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari 

desanya untuk menuju ke Kantor Desa Bentek untuk mendapatkan pelayanan, 

namun setelah sampai disana sudah jam istirahat kantor, sudah banyak masyarakat 

dari dusun lain, seperti Dusun Dasan Bangket, Dusun San Baro, Dusun Todo yang 

menunggu mendapatkan pelayanan ataupun pegawainya memiliki kegiatan 

administrasi lain, sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang 

maksimal bahkan mereka tidak mendapatkan pelayanan sama sekali. Oleh karena 
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itu, masyarakat menuntut adanya pemekaran desa dibandingkan dengan 

penghapusan dan penggabungan wilayah. 

Ada juga beberapa faktor yang menjadi faktor pendorong terjadinya 

pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara,  yaitu: 

1. Mengembangkan proses pembelajaran demokrasi masyarakat, dengan 

melibatkan mereka dalam pembangunan. 

2. Proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan inisiatif, 

kreativitas dan inovasi masyarakat. 

3. Mempercepat pengelolaan sumber daya alam yang ada. 

Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul 

“Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Desa Selelos Kecamatan 

Gangga Kabupaten Lombok Utara” dengan mengambil studi kasus di Desa Seleos 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dari proposal ini adalah “Bagaimana pelaksanaan pelayanan 

publik pasca pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok 

Utara?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 

peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat, baik 

manfaat secara teoritis, praktis dan akademis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga 

memperdalam ilmu Administrasi Publik dan memberikan konstribusi 

pada administrasi khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan 

pelayanan publik pada sebuah desa setelah dilakukannya pemekaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada pemerintah desa khususnya tentang 

bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran desa. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini nanti bisa 

bermanfaat dalam memperkaya bahan referensi ilmiah dalam 

bidang Ilmu Administrasi Publik. 

3. Manfaat Akademis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu administrasi, dengan konsentrasi di bidang Ilmu Administrasi 

Publik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam 

upaya mengembangkan ilmu administrasi negara yang terkait 

dengan pelaksanaan pelayanan publik pasca pemekaran desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Yang Relevan 

Untuk memudahkan dalam penyusunan tulisan ini, tentu tidak lepas dari 

beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam 

tulisan ini, dicantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan 

perbandingan dalam penyusunan tulisan ini. 

Adapun matriks dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini, sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Penulis dan 

Tahun 

Judul  Hasil  

1. Erwin Belly 

Najoan (2018) 

Efektivitas Pelayanan 

Publik Pasca 

Pemekaran (Suatu Studi 

Di Kecamatan 

Kawangkoan Utara 

Kabupaten Minahasa) 

Pelayanan publik di Kantor 

Kecamatan Kawangkoan 

Utara terbilang belum efektif, 

dengan kata lain responden 

dari unsur masyarakat 

mengakui bahwa pemekaran 

kecamatan kurang berdampak 

bagi peningkatan kualitas 

pelayanan publik jika diukur 

dari beberapa indikator, 
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sehingga perlu adanya 

perbaikan kualitas aparatur 

Kantor Kecamatan 

Kawangkoan Utara. 

2. Aidil Putra 

(2017) 

Pelaksanaan Pelayanan 

Masyarakat Desa Batu 

Berapit Kecamatan 

Jemaja Kabupaten 

Kepulauan Anambas 

Pasca Pemekaran (Studi 

Pada Pelayanan 

Kependudukan) 

Pemekaran Desa Batu Berapit 

berdampak positif dari 

beberapa segi, yakni segi 

sarana dan prasarana, 

kemudahan akses dan 

kenyamanan yang dapat 

dilihat dari pelayanan yang 

diberikan perangkat Desa 

Batu Berapit lebih terfokus 

dan optimal. 

3. Mega Hardianty 

Makaganza 

(2017) 

Pelayanan Publik Pasca 

Pemekaran Kecamatan 

Di Kecamatan Tahuna 

Barat Kabupaten 

Kepulauan Sangihe 

Terdapatnya pengaruh yang 

signifikan antara pemekaran 

kecamatan dengan 

pembangunan infrastruktur, 

dimana setelah pemekaran, 

pembangunan menjadi lebih 

baik dan cepat karena 

pemerintah menyediakan 

sarana dan prasarana serta 
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dana yang dibutuhkan untuk 

kelancaran pembangunan. 

4. Annisa Yulianti 

(2017) 

Efektivitas Pelayanan 

Publik Pasca 

Pemekaran Kecamatan 

Samarinda Kota, Di 

Kota Samarinda. 

Setelah pemekaran terdapat 

pengaruh yang signifikan 

antara pemekaran kecamatan 

dan kondisi pembangunan 

infrastruktur, dimana setelah 

pemekaran pembangunan 

menjadi lebih baik dan cepat. 

Faktor yang mempengaruhi 

kondisi pembangunan dan 

pelayanan public dari faktor 

pendukung internal yaitu 

pemerintah menyediakan 

sarana prasarana dan dana 

yang dibutuhkan baik untuk 

kelancaran pembangunan 

maupun untuk efektivitas 

pelayanan publik. 

5. Raras Efriyanti 

Putri (2016) 

Kualitas Pelayanan 

Publik Pasca 

Pemekaran Kecamatan 

(Studi Di Kecamatan 

Pasca pemekaran, kualitas 

pelayanan publik dapat 

dikatakan belum baik, karena 

jika dilihat dari segi 
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Sukarame Bandar 

Lampung) 

aparaturnya, masih ada 

petugas yang belum 

menguasai tugas pokoknya, 

pembagian tugas yang kurang 

jelas dan dari segi tangible, 

dimana pelayanan yang 

diberikan berupa saranan fisik 

seperti komputerisasi 

administrasi, ruang tunggu, 

dll belum memadai. 

6. Faisal Yusni 

Huda (2014) 

Kesejahteraan 

Masyarakat Pasca 

Pemekaran Desa (Studi 

Pada Desa Sumber 

Brantas, Kota Batu) 

Setelah pemekaran, 

kesejahteraan masyarakat 

Desa Sumber Brantas 

mengalami peningkatan, juga 

jumlah keluarga sejahtera 

meningkat yang dipengaruhi 

oleh aktivitas ekonomi warga 

setelah infrastruktur jalan 

yang membaik dan layanan 

publik yang lebih dekat. 

Sumber data : jurnal-jurnal nasional  
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2.2 Tinjauan Teoritis 

 2.2.1 Definisi Pemekaran 

 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 33 ayat 

(1) huruf a, menyatakan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan 

provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah 

baru. Dengan demikian, daerah/wilayah pemekaran adalah suatu 

daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian 

dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian yang baru untuk 

mengatur atau mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pembentukan 

dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan pada pembagian-

pembagian yang objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber 

daya manusianya serta sarana prasarana penunjang lainnya. 

 2.2.2 Tujuan Pemekaran Desa 

 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem 

pemerintahan NKRI. Sedangkan menurut Peraturan Nomor 129 Tahun 

2000 tentang persyaratan pembentukan dan criteria pemekaran, 

penghapusan dan penggabungan daerah pada pasal 2 menyebutkan bahwa 

pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui : 
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1. Percepatan pelayanan masyarakat. 

2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokratis. 

3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. 

4. Percepatan pengelolaan potensi daerah. 

5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. 

6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 

 2.2.3 Syarat-Syarat Pemekaran Desa 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, 

dalam pembentukan daerah baru, setiap daerah harus mampu memenuhi 

tiga syarat, yaitu : 

1. Syarat Administratif 

Syarat administrasi meliputi persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan 

Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, 

persetujuan DPRD Provinsi Induk dan Gubernur serta rekomendasi 

dari Menteri Dalam Negeri. 

2. Syarat Teknis 

Syarat Teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah 

yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial, budaya, 

pertahanan, keamanan serta faktor lain yang memungkinkan 

terselenggaranya otonomi daerah. 

3. Syarat Fisik Kewilayahan 
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Syarat fisik kewilayahan berhubungan dengan wilayah yang akan 

dimekarkan, lokasi calon ibu kota serta sarana dan prasarana 

pemerintahan. 

 2.2.4 Dampak Positif dan Negatif Pemekaran Desa 

Menurut Yosephus (2014) dampak positif  dan negatif pemekatan 

desa antara lain : 

Dampak positif pemekaran desa, sebagai berikut : 

1. Lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan 

efisien. 

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

3. Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang. 

4. Mempercepat pengelolaan sumber daya alam yang ada. 

Sedangkan dampak negatif yang muncul dari pemekaran desa yakni:  

1. Kurangnya tenaga kerja ahli untuk memberikan kontribusi kepada 

desa yang belum mapan. 

2. Menimbulkan diskriminasi terhadap daerah yang dinilai secara sosial 

masyarakat. 

2.2.5 Definisi Pelayanan Publik 

Sedarmayanti (2010), pelayanan berarti melayani suatu jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang dan hal tersebut 

merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Jadi, 

pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, dan 
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BUMD dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Jadi, pelayanan masyarakat merupakan segala 

bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau 

pemberi pelayanan sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan.  

2.2.6 Indikator Pelayanan Publik 

Sedarmayanti (2010) mengungkapkan terdapat beberapa kriteria 

untuk bisa dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan 

publik dengan klasifikasi sebagai berikut : 

a. Efektivitas  

Tujuan didirikanya organisasi pelayanan publik tersebut akan dapat 

tercapai bila dikaitkan erat dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, 

tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 

b. Efisiensi 

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi 

pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor 

produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 

Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat 

relevan. 

c. Keadilan 

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat 
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kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya 

mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan 

nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut 

pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan 

sebagainya, akan dijawab melalui kriteria ini. 

d. Daya Tanggap 

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, 

organisasi pelayanan publik merupakan bagan diri daya tanggap 

negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab 

itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria 

daya tanggap. 

2.2.7 Asas-Asas Pelayanan Publik 

Adapun asas-asas pelayanan public menurut Sinambela dkk (2011) 

dalam Kurniawan, antara lain : 

1. Transparan 

Terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan. 

2. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kondisional 
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Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas. 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan tetap memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

5. Kesamaan hak 

Tidak diskriminatif dalam artian tidak membeda-bedakan suku, ras, 

agama, golongan dan status ekonomi. 

2.2.8 Tujuan Pelayanan Publik 

Pada umumnya, untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat 

dibutuhkan kualitas pelayanan yang memadai dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan, yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Adapun tujuan pelayanan masyarakat yang ingin dicapai yaitu memuaskan 

dan/atau memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan mereka. Kualitas dan mutu pelayanan merupakan kesesuaian 

antara harapan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi masyarakat serta antara 

keinginan masyarakat dan kenyataan yang diterima masyarakat. 

2.2.9 Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik 

Adapun bentuk-bentuk pelayanan masyarakat yang terkandung 

dalam Kemenpan No. 63 Tahun 2003 dibagi menjadi 3 kelompok, yakni : 
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1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu bentuk pelayanan yang 

menghasilkan berbagai macam dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat atau publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat 

kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap sesuatu, dll. 

2. Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat, 

misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dll. 

3. Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan, 

pelayanan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dll. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Alur pemikiran penelitian merupakan tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan oleh peneliti dalam menemukan hasil penelitian. Adapun penelitian ini 

memiliki alur pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.1  

Kerangka Berpikir 

Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca Pemekaran 

Desa Selelos Kecamatan Gangga KLU 

 

 

Teori Pelayanan PubliK 

 

 

Efektivitas   Efisiensi   Keadilan    Daya Tanggap  

 

 

Hasil  

Sumber: diolah oleh peneliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan gejala 

secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan 

memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015). Metode 

kualitatif ini dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu 

keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan makna atau 

pemahamannya yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang 

tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian. 

Dalam buku lain juga disebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

metodelogi penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Siyoto, 2015). Metode kualitatif 

sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode kualitaif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana pelaksanaan 

pelayanan publik pasca pemekaran Desa Selelos yang merupakan salah satu desa 

yang telah melakukan pemekaran di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok 
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Utara. Pada akhirnya akan dilakukan analisis terhadap data dan fenomena yang 

diperoleh di lapangan, agar dapat disajikan pada laporan akhir penelitian. Hasil 

akhir penelitian sangat bergantung pada perkembangan di lapangan, yang 

didasarkan pada kemampuan peneliti untuk menggali dan mengelola berbagai 

masukan yang diperoleh dalam penelitian lapangan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Selelos Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan pada 

Bulan Januari 2021. 

3.3 Sumber Data 

Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui purposive sampling dan 

snowball sampling. Purposive sampling merupakan penentuan sampel yang 

dilakukan berdasarkan pertimbangan keahlian atau ciri-ciri khusus tertentu (Seran, 

2018). Purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu 

mengenai objek penelitin atau tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. 

Sedangkan snowball sampling merupakan metode penentuan sampel dengan 

teknik yang menyerupai jaringan laba-laba (Seran, 2018). Dari pengertian diatas, 

dapat dikatakan bahwasanya teknik snowball sampling ini memberikan lebih 

banyak sampel kepada peneliti, yang mulanya hanya satu atau beberapa orang 

sebagai sampel, tetapi kemudian berkembang menjadi banyak orang karena 

rekomendasi dari orang-orang sebelumnya yang dianggap lebih mengetahui dan 

memahami tentang objek penelitian.  
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 3.3.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama dari lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2017 dalam 

Susanto). Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca 

Pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga KLU ini, maka sumber data 

primernya ialah masyarakat Desa Selelos yang merasakan secara langsung 

pelayanan yang diberikan oleh Kantor Desa Selelos. 

Tabel 3.1  

Sumber Data Primer 

No. Jabatan  Jumlah  

1. Kepala Desa Selelos 1 

2. Sekertaris Desa 1 

3.  Staf Kantor Desa Selelos 2 

4. Kasi Pelayanan 1 

5. Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Selelos 6 

Jumlah  11 

 Sumber: diolah oleh peneliti 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2017 dalam 

Susanto). Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Pasca 

Pemekaran Desa Selelos Kecamatan Gangga KLU ini, maka sumber data 
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sekundernya yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku yang 

terkait dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini. 

3.4 Pemilihan Informan 

Dalam penelitian ini, pihak yang dijadikan informan adalah mereka yang 

dianggap mempunyai atau lebih mengetahui informasi tentang subjek penelitian. 

Cara yang digunakan dalam menentukan informan tersebut adalah dengan 

purposive sampling dan snowball sampling. Dua metode itu digunakan karena 

nantinya penulis tidak tahu, informan yang mulanya sudah ditentukan jumlahnya 

akan bertambah sesuai dengan rekomendasi dari informan sebelumnya, karena 

dianggap lebih mengetahui secara benar mengenai subjek penelitian. Penentuan 

jumlah informan penelitian berkembang mengikuti informasi atau data yang 

diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya.  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Adapun dalam skripsi ini, metode pengumpulan datanya menggunakan 

tiga teknik, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 1. Observasi 

Observasi merupakan proses pengambilan data dalam penelitian, 

dimana peneliti atau pengamat mengamati kondisi yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui 

memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang menjurus 

kepada objek penelitian guna mendapatkan informasi yang akurat.  
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Tabel 3.2  

Daftar Yang Akan Diwawancara 

No. Jabatan  Jumlah  

1. Kepala Desa Selelos 1 

2. Sekertaris Desa 1 

3. Staf Kantor Desa Selelos 2 

4. Kasi Pelayanan 1 

5. Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Selelos 6 

Jumlah  11 

    Sumber : diolah oleh peneliti 

 3.  Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka serta gambar 

yang berupa laporan dan keterangan yang bisa digunakan sebagai 

pendukung penelitian.  

3.6 Metode Analisis Data 

Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan 

mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan kedalam bentuk 

penjelasan secara sistematis, sehingga memiliki arti dan memperoleh kesimpulan. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan secara induktif yaitu cara berpikir 

dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas secara 

umum kemudian didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Adapun analisi 

data dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain : 
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1. Data Collection (pengumpulan data) 

Mengumpulkan data dari informan hingga mendapatkan jawaban yang 

dibutuhkan, jika jawaban belum memuaskan maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga data 

dianggap kredibel. 

2. Data Reduction (reduksi data) 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

penting, mencari tema dan pola tertentu. 

3. Data Display (penyajian data) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat (teks yang bersifat naratif), tabel, grafik, 

pictogram dan sejenisnya. 

4. Conclusion Drawing Verification (penarikan kesimpulan) 

Setelah mereduksi dan menyajikan data, maka akan ditarik 

kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya masih remang-remang hingga setelah diteliti 

menjadi jelas. 

Secara skematis, alur analisis data dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1  

Metode Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles dan Huberman  

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang saling 

menjalin pada saat sebelumnya, selama dan sesudah pengumpulan data dalam 

bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. 

Dalam gambar diatas, tiga jenis analisis dan kegiatan pengumpulan data itu 

sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data 

kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Lebih 

lanjut dinyatakan bahwa penarikan kesimpulan hanyalah sebagian kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

Pengumpulan data 

Reduksi 

data 

kesimpulan 

Penyajian data 
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peneliti selama peneliti melakukan penulisan dan tinjauan ulang pada catatan 

lapangan. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya,kekokohannya, dan kecocokannya.  

3.7 Uji Keabsahan Data 

Validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, 

data yang valid adalah “data yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif, yang diuji adalah datanya. Penelitian kualitatif yaitu data 

yang dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

denga apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang ditelitinya. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji kredibilitas data 

kualitatif karena peneliti merasa uji kredibilitas data dengan metode kualitatif ini 

sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Kredibilitas data menurut Sugiyono 

(2012) dalam Alfy Rizki (2014) menegaskan sebagaimana bahwa uji kredibilitas 

data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas data 

kualitatif yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dalam perpanjangan pengamatan yaitu untuk menguji kredibilitas data 

yang telah diperoleh. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat 

tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dengan 
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memperpanjang observasi berarti hubungan peneliti dengan narasumber 

akan semakin terbentuk. 

2. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan 

mendalam untuk mendapatkan kepastian data. Oleh karena itu, peneliti 

pun juga membaca berbagai referensi dari berbagai sumber. Sumber dan 

hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan peneliti, dengan demikian 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat menghasilkan kepastian 

data dan keakuratan data secara sistematis tentang apa yang diamati. 

3. Triangulasi  

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas data ini dapat diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

 


